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Penelitian ini membahas implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus di
Kalimantan Selatan sebagai upaya rekognisi negara dan perlindungan hukum terhadap hak
konstitusional masyarakat adat. Negara secara normatif mengakui eksistensi hukum adat dan
masyarakat adat, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan, tetapi mekanisme administratif
pencatatannya justru tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi praktik adat di lapangan.
Rekognisi negara terhadap perkawinan adat di Indonesia bersifat tekstual tetapi tidak
implementatif. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods (normatif-empiris) melalui
pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan dengan teknik
wawancara, observasi, serta dokumentasi. Terjadi kesenjangan antara rekognisi normatif
negara dan implementasi administratif yang dialami masyarakat adat Dayak Meratus, terutama
bagi komunitas muallaf yang harus menavigasi ulang status perkawinan mereka dalam bingkai
hukum Islam dan hukum negara.

Pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus belum terlaksana secara optimal karena
kelembagaan adat yang ada belum memiliki kapasitas dan legitimasi yang diakui negara dalam
proses pencatatan perkawinan maupun pengesahan nikah adat di Kantor Urusan Agama bagi
masyarakat muallaf. Selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga adat, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan KUA menunjukkan bahwa sistem administrasi negara
masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap pluralisme hukum
masyarakat adat.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan adat, harmonisasi kebijakan,
serta upaya kolaboratif melalui formulasi strategi administratif dan kultural sebagai bentuk
penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.
Adapun kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya membangun model rekognisi
hukum yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan magasid al-syari‘ah khususnya
prinsip hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, sebagai pendekatan
perlindungan hak masyarakat adat, sehingga pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami
sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan identitas,
martabat, dan keberlanjutan kehidupan keluarga masyarakat adat.
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This study examines the implementation of the registration of Dayak Meratus customary
marriages in South Kalimantan as an effort to promote state recognition and legal protection of the
constitutional rights of indigenous peoples. Although the State normatively recognizes the existence
of customary law and indigenous communities, including their customary marriage practices, the
existing administrative registration mechanism has not been able to fully accommodate customary
practices in reality. State recognition of customary marriages in Indonesia remains largely textual
rather than effectively implemented. This research employs a mixed methods (normative-empirical)
approach through statutory, conceptual, and field research approaches, using interviews,
observations, and documentation as data collection techniques. The findings reveal a significant gap
between the State's normative recognition and the administrative implementation experienced by
the Dayak Meratus indigenous community, particularly among muallaf who are required to
renegotiate the legal status of their marriages within the framework of Islamic law and state law.

The registration of Dayak Meratus customary marriages has not been optimally realized
because existing customary institutions lack the capacity and state-acknowledged legitimacy
required for marriage registration and the validation of customary marriages (pengesahan nikah) at
the Office of Religious Affairs (KUA) for muallaf communities. Furthermore, the weak
coordination among customary institutions, the Civil Registration Agency (Disdukcapil), and the
KUA indicates that the state administrative system remains formalistic and has not fully responded
to the legal pluralism inherent in indigenous communities.

This study recommends the strengthening of customary institutions, policy harmonization,
and collaborative efforts through the formulation of administrative and cultural strategies to respect
the constitutional rights of the Dayak Meratus community in South Kalimantan. The scholarly
contribution of this research lies in its attempt to construct a legal recognition model that integrates
state law, customary law, and magasid al-syarl‘ah specifically the principles of hifz al-din
(protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-‘aql (protection of intellect), hifz al-
nasl (protection of lineage), and hifz al-mal (protection of property) as an approach to protecting
indigenous rights. Consequently, marriage registration is understood not merely as an administrative
obligation, but also as an instrument for safeguarding the identity, dignity, and sustainability of
indigenous family life.
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